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Pemerintah melalui Kemenkeu menerbitkan PMK No. 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement) dalam rangka untuk menyesuaikan peraturan
pelaksanaan APA dengan standar minimum BEPS Action Plan 14 dan menyempurnakan peraturan
pelaksanaan APA agar lebih efektif dan memberikan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisisimplikasi pemberlakuan PMK Nomor 22/PMK.03/2020 yang mengacu pada BEPS Action
Plan 14 dalam mengatasi permasalahan APA di Indonesia dan menganalisis tantangan dan hambatan
penerapan APA di Indonesia pasca pemberlakuan PMK Nomor 22/PMK.03/2020 yang mengacu pada BEPS
Action Plan 14. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan menggunakan
teknik pengumpulan data kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
implikasi dari diterbitkannya PMK 22/2020 terhadap permasalahan penerapan APA di Indonesia sampai
dengan saat ini adalah penerapan APA di Indonesia semakin menunjukkan prospek yang baik dan sudah
sesuai dengan OECD TPG dan BEPS Action Plan 14. Selanjutnya, WP atau konsultan pajak dan DJP masih
menemukan beberapa tantangan seperti WP atau konsultan pajak harus mengerti dan mendalami ketentuan-
ketentuan penerapan APA, WP harus dapat dengan baik mengendalikan ekspektasinya dalam melaksanakan
proses APA, WP atau konsultan pajak harus terus menjaga hubungan yang baik dengan DJP, melakukan
perundingan APA, menarik perhatian dari WP untuk memanfaatkan APA, dan menyetarakan penerapan
APA di Indonesia dengan penerapan APA di negara-negara OECD. Kemudian, hambatannya adalah
keraguan dari WP untuk memberikan data confidential kepada DJP, masih terdapat keraguan dari WP dalam
mengajukan APA karenaterdapat ketentuan di dalam PMK 22/2020 yang bersifat restriktif dan kaku atau
rigid, dan kurangnya kualitas sumber daya manusiadari pihak WP atau konsultan pajak yang membantu WP
dalam bidang transfer pricing terutama APA

...... The government through the Ministry of Finance issued PMK No. 22/PMK.03/2020 concerning
Procedures for Implementing the Advance Pricing Agreement in order to adjust the implementing
regulations of APA with the minimum standards of BEPS Action Plan 14 and improve the implementing
regulations of APA to be more effective and provide legal certainty. This study aimsto analyze the
implications of the enforcement of PMK No. 22/PMK.03/2020 which refersto BEPS Action Plan 14 in
overcoming APA problemsin Indonesia and to analyze the challenges and obstacles to implementing APA
in Indonesia after the enforcement of PMK No. 22/PMK.03/2020 which refersto the BEPS Action Plan 14.
The research approach used is a qualitative approach and uses qualitative data collection techniques and
gualitative data analysis techniques. The results of the study indicate that the implications of the issuance of
PMK 22/2020 on the problems of implementing APA in Indonesia to date are that the implementation of
APA inIndonesiaisincreasingly showing good prospects and is in accordance with the OECD TPG and
BEPS Action Plan 14. Furthermore, taxpayers or tax consultants and DGT still find several challenges such
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as taxpayers or tax consultants must understand and explore the provisions of APA implementation,
taxpayers must be able to properly control their expectations in carrying out the APA process, taxpayers or
tax consultants must continue to maintain good relations with DGT, conducts APA negotiations, attracts
taxpayers attention to utilize APA, and equates the implementation of APA in Indonesia with the
implementation of APA in OECD countries. Then, the obstacles are the hesitation from taxpayersto provide
confidential datato the DGT, there are still doubts from the taxpayers in submitting the APA because there
are provisionsin PMK 22/2020 which are restrictive and rigid, and the lack of quality human resources from
the taxpayers or tax consultants who assist taxpayersin the field of transfer pricing, especially APA.



